Menimbang

Mengingat

BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 54

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

TERHADAP BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa kekayaan daerah merupakan unsur terpenting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu
Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk
mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan
akuntabel;

bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan
daerah, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai
terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk
kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian Kerugian
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian
Daerah terhadap Bendahara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah

dengan ...




Menimbang

Mengingat

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

TERHADAP BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa kekayaan daerah merupakan unsur terpenting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu
Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk
mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan
akuntabel;

bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan
daerah, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai
terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk
kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian Kerugian
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian
Daerah terhadap Bendahara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah

dengan ...




Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
PerBendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan PerBendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Terhadap Bendahara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA.

BABI ...




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan
terhadap Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga
negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Inspektorat adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas
nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan
uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD, adalah
tim yang memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang diangkat oleh
pimpinan instansi yangbersangkutan.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM
adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan
bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yang terjadi
dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang
dikelnarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas
Kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sitajaminan.

13. Surat ...




13.

14.

15.

16.

Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW
adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian
kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan
diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.

Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh
BPK tentang proses penuntutan kasus kenigian negara untuk sementara tidak
dapat dilanjutkan.

Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh
BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian
Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh
BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian
Daerah Lkarena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian ganti Kerugian Daerah
terhadap Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Bendahara lainnya yang
mengelola Keuangan Daerah.

BAB III
INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diketahui dari:

a.
b.

C.

{1)

pemeriksaan BPK;

pengawasan aparat pengawasan fungsional;

pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau kepala
kantor/satuan kerja; dan

perhitungan ex officio.

Pasal 4

Pimpinan instansi wajib membentuk TPKD.

(2) TPKD ...




{2) TPKD terdiri atas:

(1)

(2)

3)

a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
b. Inspektur sebagai wakil ketua;
c. kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris;

d. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan,
kepegawaian, hukum, umum, danbidang lain terkait sebagai anggota; dan
e. sekretariat.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, kepala dapat membentuk tim ad hoc untuk
menyelesaikan Kerugian Daerah yang terjadi pada satuan kerja yang
bersangkutan.

Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan
data/informasi dan verifikasi Kerugian Daerah berdasarkan penugasan dari
kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan instansi yang
bersangkutan dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 6

(1) TPKD bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian

(2)

Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan
oleh BPK.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD
menyelenggarakan fungsi untuk:

a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yangditerima,;

b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;

¢. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa
Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah,;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan
sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;

e. menyelesaikan kerugian negara melaluiSKTJM;
f. memberikan ...




f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian
negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan
pembebanan sementara;

g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan

h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah
kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Pasal 7

(1) Atasan langsung Bendahara atau kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan
setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan BPK
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.

(2} Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit
dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

(3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK tentang Kerugian Daerah
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pimpinan instansi segera menugaskan TPKD untuk menindakianjuti setiap kasus
Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh} hari sejak menerima laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

(1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain
sebagai berikut:
a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang
melaksanakan fungsikeBendaharaan;
b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
c. register penutupan buku kas/barang;

d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;

f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat
adanya kekurangankas;

g. surat ...




(2)
(3)

(1}

(2)

(3)

(1)

{2)

(1)

g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung
indikasi tindak pidana;

h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal
Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan

1. surat keterangan ahli waris dari kelurahan ataupengadilan.

TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.

Daftar Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari
jabatannya.

Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan Bendahara pengganti
ditetapkan oleh instansi masing-masing.

Pasal 11

TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian
Daerah dan menyampaikan kepada pimpinan instansi.

Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} kepada BPK paling lambat 7 {tujuh) hari
sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Daerah berdasarkan
laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk
menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi.

a. nilai Kerugian Daerah;,
b. perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; dan

c. penanggung jawab ...




(2)

3)

c. penanggung jawab.

Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti
ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan
surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian
negara melalui SKTJM.

Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata
tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK
mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus Kerugian Daerah
dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

BAB IV
SKTJM

Pasal 13

Pimpinan instansi memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia
membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(1)

(2)
(3)

{4)

Pasal 14

Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib
menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-
dokumen sebagai berikut:

a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;
dan

b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain
dari Bendahara.

SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.

Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atan harta kekayaan
yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah
BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15 ...




Pasal 15

(1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat
puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

{2} Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa
menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat {1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau
mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

(1} TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atan
surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada pimpinan
instansi.

(2} Pimpinan instansi memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui
SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} kepada BPK paling lambat 7 (tujubh} hari
sejak menerima laporanTPXD.

Pasal 18

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan
instansi agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 19

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang
dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses
pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela,
maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V ..




(1)

(2)

@)

(1)

(2)

(3)

(1)

BABV
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

Pasal 20

Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian
Kerugian Daerah, pimpinan instansi mengeluarkan Surat Keputusan
Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh} hari sejak Bendahara
tidak bersedia menandatangani SKTJM.

Pimpinan instansi memberitahukan Surat Ke Putusan Pembebanan Sementara
kepada BPK.

Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 21

Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk
melakukan sita jaminan.
Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan
penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan
Pembebanan Sementara.

Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 22
BPK mengeluarkan SK PBW apabila:

a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari pimpinan
instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2}; dan

b. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata Bendahara tidak
melaksanakan SKTJM.

(2) SK ...




(2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara
melalui atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan
tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari Bendahara.

(3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung
Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sejak SK PBW diterima Bendahara.

(4) Bentuk dan isi SK PBW tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14
{empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda
terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara
tersebut diterima oleh BPK.

BAB VII
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 25
(1) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabila:

a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;

b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau

c. telah melampaui jangka waktu 40 {(empat puluh) hari sejak ditandatangani
SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

(2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan tercantum dalam Lampiran Vi
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupafi ini.

Pasal 26 ...




Pasal 26

(1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan
langsung Bendahara atau kepala kantor/ satuan kerja Bendahara dengan
tembusan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tanda terima
dari Bendahara.

(2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 27

(1) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan, apabila menerima keberatan
yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

{2} Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebasan tercantum Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Apabila setelah jangka waktu 6 {(enam] bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang
diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari
Bendahara diterima.

BAB VIII
PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 29

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib
mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai kekas
daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujub) hari setelah menerima surat
keputusan pembebanan.

(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka
harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30
Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 31 ...




(1)

(2)

(3)

Pasal 31

Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk
pelaksanaan sita eksekusi.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh} hari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian
Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan
kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan
lelang atas harta kekayaan Bendahara.

Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan
yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen} dari setiap bulan

sampai lunas.

Pasal 32

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2} diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi, setelah
berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan

penjualan dan/atau pelelangan.

(1)

(2)

{1)

Pasal 33

Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil
penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka
pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian Kerugian
Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen} dari
penghasilan tiap bulan sampai lunas.

Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan
bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen
yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian
Daerah.

BAB IX
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI] PERHITUNGAN EX OFFICIO

Pasal 34

Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai
dengan Pasal 32 Peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah
yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.

{2) Apabila ...




(2)

Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti
Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan
menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai
penggantin SKTJM.

Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang
memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau

diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 35

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan

penghapusan sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
LAPORAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 36

Pimpinan instansi menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat

Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

(1)

(2)

BAB XI
KADALUWARSA

Pasal 37

Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika
dalam waktu S (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam
waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan

penuntutan ganti rugi.

Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak
dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak
keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau
sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak
diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

BAB XII ...




BAB XII
SANKSI

Pasal 38

(1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk menggant Kerugian Daerah dapat
dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {1) dapat
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XiII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Daerah dilakukan
pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh
pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 40
(1) BPK segera mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan apabila:

a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada
keluarga;

b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

(2) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pencatatan tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

BPK dapat membentuk Majelis Tuntutan PerBendaharaan dalam rangka memproses
penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pasal 42

(1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan
penggantian Kerugian Daerah.

{2) Dalam ...




(2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan
vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai Kerugian
Daerah dalam Kerugian Daerah, maka Kerugian Daerah wajib dikembalikan

sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.

(3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian
Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan Surat
Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang
sudah disetorkan ke kas Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Selama TPKD belum terbentuk, verifikasi Kerugian Negara dilaksanakan oleh
satuan kerja yang menangani kerugian negara yang sudah ada atau oleh

Inspektorat, dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan

Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pimpinan instansi membentuk TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 45
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Desember 2018

BUPATI KUTAI PIMUR,

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,
IS ANDAR

IRA SYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54




Lanpiran |

Kaputussn Bupeti Kutad Timue

Nomor @ 5/ Tahwm 2018

Terdang : Tate Cara Tuntutan Gantl Ksrugien Daerah
Terhadap Bendahare

NAMA UNIT ORGAMISASVSATUAN KERJA 1}

Hal : Pembesitahuan
tarjadinyz kelurangan
uang/harang

Kopads :

Yth. Ketua Bedan Pemeriksa Keuangan
Parwakiisn Propinsi Kalimertan
Fimur
&

Samurinds

Salanjiinys kani beritahula bebwestay peristiva tamsebat, tindakan yang tesiah karni ambil adaiah:
2, . . B

e Berita Acara Pomasissan KaxFisk Barang,
b. Register Pernstupan Kae:;
« Perhitungsn vang dibust Berdahara sebagei pertanggungiawaban;
d. Fotokopi Buku Kas Umy: (BKLY) bulan bersangkutan;
«. gan iain-lain {(yang barkaiian dengan kasus).
Dermiidan pemberiiatxsan kany untuk depst digunskan sebagal behan pertmbangan delsm proses
pengenaan ganti kerugian lerhadsp bendahara yeng barsangiastar:.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Mapela antor ¥}

*} Coret yang tidak periu

3 mmms&mmmm“mm
mm
) mmmmmwuw




Lampiran it

Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor : 54 Tahun 2108

Tentang : Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Bendahara

DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

TRIMELAN o 50 e
TAHUN . 5
SKPD
( |
%No. Nama No./Tgl. Uraian Jml Jml Sisa Jenis dan Ket. *) |
i Bendahara SKTIM/ Kasus/ Kerugjan Pembayaran/ i Jumiah
| SK Pembebaman | Tahun Negara Angsuran sd (Rp) Barang i
Sementara/ SK Kejadian Rp) Bulan... Jaminan
Pembebanan Rp)
1 2 ] B 5 6 T 8 9
Instansi,
R R )
Perunjuk Pengisian :
1 Diisi dengan nomor unt
2 Dis dengan wama bendahars yang mengakibatkan tesjadinya kerugsancgas
5 Dusi dengan No./Tgl SKTIM, Pembet Se / SK Pembeb: (apabila ada).
4 Dusi dengan uramn kasus/tabun kejadian,
6)  Diisi dengan mmizh pembayaran yang ieiab diterima oleb instansi dasiBendabara.
7 Diiss dengan jumiah kolom 5 dikeeng kolom 6.
% Dus dengen yontis dan jumiah bamng faminan (apabila ada).
% Drusi dengan : ) -
Pelaksanaan M, mis. hunas mefalu penjualan barang;
Pelaks: g:'.-g peba °mmmwm&jam
Pelak: SK Pembchanan, mis. tunai 2mu penyitmn dan penjualan barsng (obseoforr beskg).
BUPATRKUTAI UR
ANDAR




Lampiran it
Keputusan Bupati Kutai Tknur
4 Tahun 2018

TmE'PmCamTuMnGaﬁKemhnDaemh

Terhadap Bendahara

SURAT EETERANGAN TANGGUNG JAWAR MUTLAK
SETM)

Yang bertanda tungan di bawah i :

No. & Tgl.Sl(Pen@pngthebangendahﬂa S

. T RS [ COTPRN w dempon bursf ............), yioi kerughno

mmmmmmwm«upwmmumm
—— }

........................................

xmmmmmmmmymmmhwm

janghe wakta 40 (empat puloh) heri scjak saya mensndatengan SICTIM ni. 3

Sebegal jaminen atas pepnyatadn i, #aya serahkun bareng-bartng besexts bukt kepemitilcan dan sorar kvase menjual sebagai
bertkut:

) F OO
2. v rseseredanrasec e -
K A— . -

Apalih mmmw(mtm)mmmmmmmmmnpmm '

seluruh jumlab kerogiaa teesebut, maka Negaca dapat menjual stau melebing barang jaminan werscbot.
»

Mengetahot: meterai cukup

Kepala .......noonnoe. oo (Sabiaan Opgaicad® (NameBendahara)

.......................................

2 s e
*) coret yang tidak pedu

Peranjolk
13 mmm—mm yong mecandesogaoiSICTIN.
3 mmmw*mwhﬂm”m
olcls bendabars schingps tragmenpes.
3} Dilsl dongan teniput Kance K15 Negaer,/ Tioctal dimags wamg tecochot aksndisesockan.
4 Diisi Sengam becang bacong mik bendahars yuug dijndicn painan sos priess beoganncgars,
5) D dengan taeng tirpet due Sergged SKT A dindsratgpanl,
6) Disti deogan tanes svaan leris yang beoaoghoten des ditenciacsoge olck hepels swcemmlkierjy,
7y Dini denygan mamms o cong etk dari Pemerikon BPK atvo linghomyps instansi yang berrangintan vany it soemedodian penandatangeoen SKTTM i

BUPATE KUTAIL

ANDAR




Lamplran IV

Koputusan Bupeti Kutai Timur

Nomot : 54 Tahun 201&‘6 )

Tantang ; Tata Cara Tuntutan Kerugian Daerah
Terhadap Bendahara

EEPUTUSAN

by 0 N |

tentang
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

(QRMAIDBTADEL) oerrrsstecmanssetmimneenss T}

rrstemsemriremanssss {RAMA frbatan yang berwenang megerbitioan suat keputasan) .o, )

Meaimbang a PSR
LR R L N Y PR ”
MEMUTUSEAN

Menctaploan : Keputusan ........ {ouma jabatan yzng berwenang meaerbitkan surar keputusan pada mstansi erkait)
tentang Pembebanan Kempiaa Negara/Daerah Scentara @

PERTAMA i Membebant penggantian kevugian wnegara sementara terhedap Saudara... -«(nama, pangkar,
MNMMWWM/WMWMM ............
schesar Rp., Y / -Gengaahnruf. e v ¥

EEDUA :  Menugaskan kepada Sedars «.....oveniicirnneionnen selaka Ketua TPKN dhi..vvieeccviicacnrnn
tntok menapih den memdnta kepads Sandard. .. e AT menyetor ke Kas Negar/Dacrah®}
sejumbsh kecugian negars/daecab tecscbut. #

Ditetaphan d -....oeecvreenererereres ”
Eepala (Sanean Oganisasi) ¥
{rren- NamadanNIP...c.ococn )

“Tembxum Koy diszmpaikos kepac

1. Koms Baden Pemesios Keumygan di Jajowrty; 2. } Lt

- T R —

1 Coret yang tidak pedu

Peounjuk Pengislen :

1) Diiri dengan nomor keputosn yang etk scsoi deogan keteanos yang betielo) pads st fiog bermogioynn,

2) Diisi dengan aancneraoes

3 ) Diiai dongan nuean jabatan yag:

4} Dinti dengan uoown sighat meogens: falin den keadon slateen/ pajnan fkapcntiogn /| tang p ditrnepk hep i
5 Dl deogan dwar ko pogehmom bepstwm oy Soghitsimys sins strt Iehtinggi

- berwotang M
73 Dii dengan axna pangicas, jsbwtas, NIP scha Bendabers/Pegempe/Waria/Kdarrge. duri Bracdalowrs, den jomleh kerogine segacs yaog werjadi.
$} Diini decgan nermy Ketas TPEN dan mama ingtoss serma neoabendshars,

9} Diisi desgs treypwst dam, tangga) beputsomm die-tag-iom.

165 Dl leogan nam hepals shromn oo

11} Dimti eyt vvmms-trivites it yang: terkr deogan kepaitatsio.

BUPATE KUTAIL

ANDAR




Lamnpiran V

Keputusan Bupati Kutal Trmur

Nomor ; 54 Tamun 2018

Tentang : Tata Cara Tuntitan Ganti Kerugian Dasrah
Tesheadap Bendahara

EKEPUTUSAN BADAN PEMERIESA KEUANGAN
REPUELIK INDONESIA

o -0 S— 5
T

camng
PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

BADAN PEMERIESA EEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang : 2

b. )
Meagingat 1.

2. }. )

3

MEMUTUSEAN

Menetapkan :  Erpumssa tenting Penetspan Batas Wakwe PeagsjoanKebecatan
PERTAMA, + Meayatakan babwa Sradard e Bendabarn/Mantan Bendabars pads ........(unit kerja dan

mmm’)...,......(k.............,.bcmnuung pwab  atms  kerugisn negac/Gaerah scbesm
{ dengaa bortet ...} schagei skitwt besslahao/kelelainn yang dilakmkenoys

mmmﬂmmmmmmﬂ

EEDUA :  Member kesempatin kepada Saudars .—..vce. Rtuk mengzinkan keberaten atav pembelaga dixi
atas keragian negarz delam jangha wakm 14 {(smpat belas) bad terbinmg setchah menerina st
kepumsan ini%

EETIGA 1 Apabia seorpai dengae batas waktu 14 (enpar belas) had tersebur bendahars yang bersanghkutan tidak
mm&nhbmmmb&mhmhmm/&uhmmw
akin segema tenerbitkan Surar Keputusan Pembebanan

KEEMPAT :  Surat Keputusen ini behakn sejak tanggal diretaplan

Pada noggsl S }‘
BADAN PEMERIEKSA KELAMNGAN

MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,
KETUA, .W

(O N2 Ken. ... —
ANGGOTA,

[ S— ——.NameAnggots ..o } K

Tevsbusan Kepunasan i dismpaies brpeds
1. Meateri/ Ketos Lembaga/ Gubenwer/ Bupeti/ Wallon oo & oo—. n

b
£} Diini dempan, twns-vions it yng bkt dengios hejotnatmio.

BUPATY KUTAL




Lampiran Vi

Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor : 54 Tahun 2018

Tentang : Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Terhadap Bendahara
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOL cenerrsrsrsarenserian I
Tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH KEPADA 2)
ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BADANPEMERIKSAKEUANGANREPUBLIKINDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang a
- },,
C.
Mengingat i
3.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :  Kepumsan Badan Pemeriksa Kenangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian
Negara Kepada ..oovneainenn. 9
PERTAMA = Menyatakan Saudara , NIP. Bendahara/Mantan Bendahara pada......cooe.e. (namaunit
kerja, instansi/ provinsi/Kabupaten/Kota)...... telah terbukd secara sah dan meyakinkan melakukan
kesalahan atau kelalaian schingga mengakibatkan kerugian negara/daerah yang terjadi dalam
pengurusan/pengelolaannya senilai Rp.......o.uv..e s dengan huruf) 9
KEDUA : Saudara ........ .. diwajibkan untuk menggant kerugian negara/daecah dengan jumlah sebagaimana
tercantum dalam Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas Negara/Daerah*)?
KETIGA ¢ Keputusan ini mulai bedaku sejak tanggal ditetapkan.
Pada tanggal P g e e }3,
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,
KETUA,
ANGGOTA,
(rrensescrememmsns s NAMAADGRONA, v viiv s svsvman ) 9
ANGGOTA
‘Tembusan Kep ini disampaikan kepada : }
1. Menteri/ Keta Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota di 10)
2 Direktur PT Taspen/ Kepalt KPKN iucecommsmuamememssns
3. Yang bermapkacun.

Petunjuk Pengisi
\)Dmdawmxlcpwm vmgbuhhueimdmga ketentuan yang berfaku di BPK.

2) Disi dengan nama bendal
3 Mmmmwmmwmwmfmfwwmmgmwtmmm

4) Dusi dengan p I sch:pdﬂthuhn op yang tngk ya sama atau Jebth tnggi

5) Diisi dengan nama b dahara/ b

%Dmdwpnmm: dahara/; ‘bendahara, unit ketja dan lokass unit keeja, dan jumiah kerugan segara/daerab yang terjadi,
Diisi dengan nama bendahara/ Tendals

10)Diisi dengan nama-uama mstansi yang terkan dengan keputusanini

BUPA UTAI

S ANDAR




Lampiran VA

Keputusan Bupati Kutai Tanur

Nomor : 54 Tahun 2018

Tentang : Tata Cara Tuntutan Gand Keugian Daerah
Terhadap Bandahara

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKESA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOmOT wsricesssisrem P

Tentung
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARARAERAH KEPADA 3

ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMERIESA EEUANGAN REPUBLIK NDONESIA

MAJELIS TUNTUTAN PEREENDAHABRAAN,
Meaimbang fR e
B e } 9

Mengingat Pl e ns———

MEMUTUSEKAN

Meactapion : WM»WWWWWWNW
Eepada. o
PERTAMA, i Teniapar beruginn vegaea/dacmb sebesr Rp. {reemdenganbucuf .. } yang tesiadi dalam pengorasan
Sauden ..., pada seat 10 selaku Beodahars pady .. (nams. fsnst/provinsi/kebupates ko). 9
KEDUA : Saudars .. tidak vechulel melakukan perbunan medawan hokum badk secgais meupon ladai sehingm
tidak dapat disintakan petsiggongirwaben xma kecaghn ncgars yang terjadi 7Y
EETIGA : Membebaskan Sadars e dasi kewajiben antck menggant kexogisn negars dengan nilal sebagrimana
tercantan deo Dikwom PERTAMA®S
KEEMPAT : Keponea ird sk barfakn sciak sniggsl diveapken
Disetspleandi R, ”
Padgangpsl SO
BADAN PEMERIESA KEUVANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERRENDAHARAAN,
KETUA,
{. NemasKetus )]
" ANGGOTA, )
i
) 1)
ANGGOTA,
{ Nares Anggo, )
Tembwman Kep ini divemy Tocpac :
1. Monteri/ Varpmanleanbegs/Gubernar/ Bagwei/ Watko; }
2 Sekroraris Jendenl/Sekn
Proving/ Kabupaten/ Kots 1
3. Kcpaha Eantos, <&
Prowok Peegislan :
l}mmmme“mm”hﬁhﬁw&
k] wm shvsdnbacs
'-'FJD—W:WM"’ Yo skl shamam vapaats N peoting) g s praany
4 Diasich clansgsn sobgai o ealm, pengricromn bog yaog tiogh atun ki g

5 mw“m .
% mmmmmmmmmuwm

1) Dhis? dergyon crapnd-nrme ioutine yacy s despes

BUPARE KIJTAY

I ANDAR




Lamplrsn VIl

Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor : 54 Tahun 2018

Tentang : Tata Cara Tuntulan Ganti Kerugian Dasrah
Terhadap Bendahara

EKEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REFUBLIEK INDONESIA

t)

Nomor.

Tentang
PENCATATAN KERUGIAN NEGARA
BADAN PEMERIESA KRUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbeng : _.........___........_.1 Y
(=8 B .
Mengingat s
2 —————— »
MEMUTUSKAN

Menctapkan : Kepotagsn Bedan Pemerikes KEcvangen trineny Pencatstan Kerugioe Negae
Bendshaca pada ...  (name sstoan ke, Instensi/Proviesi/Kabupsten/Kow) sebesar
Rp o (e G0 B0 ).

EEDUA : Fadsn Pemediosn Keuaogan depar melskokan penootutn spabils dikenodien had keberadsan
omanian beodahera tersebut pade Diknum Pertarna diketshod.

KETIGA : Apebils. dalem gl wake 30 tin o Baden Pemeriion Kewmgentidak depat roenerbitkim
Surar x@mmmwwmmmmm
demi hokom tdak dapat dilakoken pesomeutan bepada santyn Bendabaea tecsebot

EETIGA : Keputusan ini aufai bedakn sejnk teogmed ditetapian

Disetsplosudi :.........oovrerieeeee

2 o S — }

BADAN PEMERIESA KEUANGAN

MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAH

Koo

PR HU 3O,
ANGGOTA

| — N ANt . vveeniias- 318
ANGGOTA,

[ IR, -7 0.5 . S }

TMWHMM .

3 Schoacs jeadend/Sclocteris Decral Ty {Lembaga/Ps h Proviesi/Kaboy: fKiotx } n

3. Kepala Kantor

1} Dimi deagan N keparogm bedskn i deagan kotoatug Deadada: i BPK,

L [ - ]
Dudmmuduna,::nﬁuhwm;mﬁbm ‘pectinbengsn seniang perioyn diseray
detigen perandang-ancangan sehegi dasar babam peageioucan b ye sutma st lebctingg.

BUPA Al




